Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI TATA NIAGA SARANG BURUNG WALET

DI KABUPATEN MURUNG RAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

a. bahwa sumber daya alam sarang bwwafej merupakan karunia Tuhan

Yang Maha Esa adalah salah satu sumber penghasideyarakat di
Kabupaten Murung Raya.

. bahwa dengan adanya sumber daya alam tersebutdi&ilu Tata Niaga

dan transaksi-transaksi Sarang Burung Walet baik) ydilakukan secara
perorangan ataupun Badan Hukum perlu memberikamaberan dan
pemungutan Retribusi Tata Niaga Sarang Burung WdileKabupaten
Murung Raya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diaaka perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten MuRm@ tentang
Retribusi Tata Niaga Sarang Burung Walet di Kabempp&iurung Raya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1198ntang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembsegara

Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonserSasnberdaya
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara TdiR@® Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penges&aawensi
Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Keaneka Ragatdeayati
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan asmbNegara
Nomor 3556);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Ratribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Taambakmbaran
Negara Nomor 3685);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Keterkiggaentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutghambaran
Negara Tahun 1997 Nomor 167, Tambahan Lembaran ralegamor
3886);
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Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang PerubAtesiUndang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak DaeralRé#iibusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambaharb&em Negara
Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembemtikdbupaten
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamarapupéen
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulassy PKabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propkaiimantan Tengah
( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambaharbasmn Negara
Nomor 4180 );

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamt&leraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 MNo&®
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembéanteDaerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambaharbaem Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undemgor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pénbgaiang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndamgtgnNomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi rigAidadang
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambaharbaem Negara
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindramigeuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah @amiNegara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor)4438

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentalagtg2maan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Rid&embaran
Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Néarer 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentamgufen Satwa
Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambdlgnbaran
Negara Nomor 3544);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentanmd Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaarieepen
Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahu$ M&@mor ..... ,
Tambahan Lembaran Negara Nomor ....... );

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentangelPehan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepadaabafdrembaran
Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaraarbié¢gpmor ....);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentangaifaatan Jenis
Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1¢8&9o0r 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentantapdétan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Nebainan 2001
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentarjgk PRaerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambaharbaem Negara
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentarigbR& Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambaharb&em Negara
Nomor 4139);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangb&gian Urusan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan PetakrinDaerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nd@orTambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentangeR#aan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 NomorT8&bahan
Lembaran Negara Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentaggridasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Taamb&bmbaran
Negara Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Bahge,
Perundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundarmagdgamg

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2@@6ng Jenis dan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2@dang Prosedur
dan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesiandxo 08/M-
DAG/PER/2/2007 tentang Penetapan Harga PatokankUré&rhitungan
Provisi Sumber Daya Alam Hutan ( PSDH) Kayu dan@uKayui;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-11/2008hun 1997
tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-11/200@hun 1997
tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan Pdegdaran
Tumbuhan dan Satwa Liar;

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nom®r/Kg®s-1/1999
tentang Burung Walet di Habitat Alami dan HabitatBan;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 859/Kpts-II/19%88tang Besarnya
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Persatuan HagsamBukan Kayu;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2Q6atang
Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 20nraf04 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Réaganb@aran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 80A%e

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16nraf07 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupatgmng Raya
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 200mor 52) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02rnraf08 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kadupatirung Raya
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2@d8dN 58);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 08rraf08 tentang
Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah darreeiat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya Qazem Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 59);



36. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 042808 tentang
Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten umdur Raya
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2@®8dX 60);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 0&nraa08 tentang
Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan PenaacaPembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muraryga R.embaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06rnT20a08 tentang
Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurah&aloupaten Murung
Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tab0& Romor 62);

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

dan
BUPATI MURUNG RAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYATENTANG
RETRIBUSI TATA NIAGA SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN
MURUNG RAYA.

BABI1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkattad sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingRRRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muru@gRebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerabh.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retrilagisilah Pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijentie yang khusus
disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerduk kepentingan
orang atau badan.

6. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa daahpelayanan yang
menggunakan barang, fasilitas, atau kemanfaatamyai dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan.
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Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai pErghimpunan data
objek dan subjek, pungutan besarnya retribusi y#émmitang sampai
kegiatan,penagihan retribusi kepada wajib retribgsirta persyaratan
penyetorannya.

Tata Niaga Sarang Burung Walet adalah aktifitabhais@giatan baik berupa
jual beli maupun pemberian ijin yang bernilai ekon® dan dapat dinikmati
oleh orang atau badan.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsealDaedalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerabhp#tan Murung
Raya.

Pengusaha adalah Badan Hukum atau Perorangan yelagukan usaha
mengumpul Sarang Burung Walet melalui transakdihedi yang berada di
dalam Wilayah Kabupaten Murung Raya.

Pengelola dan/atau Pengumpul adalah seseoranggedtempok orang-orang
yang telah menemukan dan memelihara Goa Sarangn@uialet yang
berada dalam Wilayah Kabupaten Murung Raya.

Burung Walet adalah seluruh jenis burung layangdgy yang termasuk
dalam marga Collacalia yang tidak dilindungi undangang.

Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yaatggian besar berasal
dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untukshrang, bertelur,
menetaskan dan membesarkana anak burung walet.

Habitat Alami Burung Walet adalah goa-goa alamingb lereng bulat yang
curam beserta lingkungannya sebagi tempat buruntet wadup dan
berkembang biak secara alami baik didalam kawas&nhmaupun diluar
kawasan hutan.

Habitat Buatan Burung Walet adalah bangunan buatanusia sebagai
tempat burung wallet bersarang dan berkembang biak.

Lestari adalah tetap seperti keadaannya yang sdidalkaberubah, bertahan
dan kekal.

Pelestarian adalah proses atau cara melestarikatindp@gan dari
kemusnahan dan kerusakan terhadap pengelolaan isuaye alam yang
menjamin pemanfaatannya dan kesinambungan persgdiatengan tetap
memelihara dan meningkatkan kwalitas nilai dan kkaragamannya.

Panen adalah pemungutan (pemetikan) terhadap swaparalam atau pada
lahan tertentu.

Pemanenan Sarang Burung Walet adalah kegiatan mpéiiga sarang
burung walet dengan metoda atau cara yang tidateriiangan dengan
prinsif-prinsif kelestarian.

Panen Rampasan adalah pemanenan sarang burueg yealfy dilakukan
pada saat Sarang Burung Walet telah sempurna dibuabelum berisi telur.

Panen Tetasan adalah pemanenan Sarang Burung Wéagt dilakukan
setelah telur burung wallet menetas dan anak BuMiadet sudah bisa
terbang sendiri.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Murung Raya.

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang dibewemang untuk
mengeluarkan Izin pengusahaan dan pengumpulandgsBrtanong Walet.



BAB |l
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUS
Pasal 2
Dengan adanya Retribusi Tata Niaga Sarang BurunigtWdipungut retribusi
atas pemakaian pos pengawasan Sarang Burung Walgt disediakan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, sertag@emenya di dalam daerah
Kabupaten Murung Raya.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah kegiatan transaksi atau Il Sarang Burung Walet
yang dilaksanakan ditempat-tempat pemasaran S&@angg Walet di daerah
Kabupaten Murung Raya.

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah para pengusaha baik yangebik Badan Hukum
ataupun perorangan yang melakukan kegiatan pendampdengan cara
membeli Sarang Burung Walet dan/atau yang melakulkaa Niaga Sarang
Burung Walet yang beredar di daerah Kabupaten MuRmaya.

Pasal 5

Retribusi Tata Niaga Sarang Burung Walet dan peastiga dalam daerah
Kabupaten Murung Raya ini di golongkan kedalamgétetribusi Jasa Umum.

Pasal 6
Penetapan tarif Retribusi Tata Niaga Sarang Bundfajet didasarkan pada

kebutuhan pembiayaan, pelayanan, administrasiwaésa, pembangunan dan
pembinaan.

BAB 111

KETENTUAN PERIJINAN SARANG BURUNG WALET
Pasal 7

(1) Setiap Pengusaha wajib memiliki Surat ljin Usahagyalikeluarkan oleh
Bupati.

(2) ljin  memiliki, memelihara dan mengangkut Sarang uBgy Walet di
keluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Setiap pengangkutan Sarang Burung Walet di dalaopureke luar Daerah
wajib di pungut retribusi.

Pasal 8

Pengusaha sebelum melakukan kegiatan usahanya pettkma kali wajib
mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatanel#laag Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Murung Raya untuk dicataandatlaftar pengusaha
Sarang Burung Walet.



Pasal 9

(1) Setiap orang atau kelompok orang-orang yang telaémemukan Goa
Sarang Burung Walet wajib melaporkan hasil temuanrkepada
Pemerintah Daerah melalui Camat dalam Wilayah Katam yang
bersangkutan tentang adanya Goa Sarang Burung Wideigan
memperlihatkan bukti-bukti yang sah menurut PesastuiPerundang-
undangan yang berlaku.

(2) Atas dasar laporan tersebut ayat (1) diatas PetabriDaerah akan
melakukan pendataan dan pemeriksaan ke lokasi.

Pasal 10

(1) Berdasarkan laporan, pendataan atau pemeriksadok&si, pada penemu
yang mengajukan permohonan serta memenuhi syaedtsyang telah
ditetapkan dapat diberikan Surat ljin Usaha selnaga& dimaksud Pasal 7
Ayat (1) oleh Bupati.

(2) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu tBbpeghak membatasi
jumlah pengusaha yang melakukan usaha sarang burung
BAB IV
PELESTARIAN DAN PEMANENAN
Pasal 11
Setiap orang wajib menjaga kelestarian dan hahitani burung walet serta
keamanan dan ketentraman Goa Sarang Burung.
Pasal 12
(1) untuk menjaga kelestarian tersebut Pasal 11 di &gsada para pemilik
sarang burung walet hanya dapat memanen maksirfehgat) kali dalam
1 (satu) tahun dengan ketentuan tenggang waktu jatald penen tidak
kurang dari 45 hari atas goa sarang burung watej gama.
(2) Tenaga pemanen sepanjang diperlukan di utamakanbdiaari anggota

masyarakat desa / kelurahan dimana Goa Sarang @barkedudukan.

BABV

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Besarnya tarif retribusi Tata Niaga Sarang Bururgjétvdi Kabupaten Murung
Raya adalah berdasarkan klasifikasi sebagai berikut

a. sarang burung walet putih Rp. 50.000 / Kg;
b. sarang burung walet hitam Rp. 30.000 / Kg;
c. sarang burung walet hitam boreng Rp. 25.000 / Kg;



BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14
(1) Retribusi dipungut menggunakan KTPR atau dokumeim Igang
dipersamakan dengan itu oleh Bupati melalui Dinasnd@patan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasafat (1) disetor

secara Bruto ke kas daerah melalui Dinas Pendapd&angelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.

(3) Retribusi dipungut oleh petugas pungut yang ditetapleh Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(4) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud ayat (3) ipasdiberikan

insentif yang besarannya disesuaikan dengan keteryang berlaku.

Pasal 15

Pungutan retribusi Tata Niaga Sarang Burung Walkstas peredarannya
sebagaimana menurut Pasal 5 tidak dapat diborong&pada pihak ke tiga,
kecuali ada ketentuan lain yang mengaturnya.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN BENTUK RETRIBUS
Pasal 16

(1) Pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan pengad€BRR
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaarmngan dan Aset
Daerah.

(2) Bentuk uraian, warna dan ukuran serta bukti KTPRilResi Tata Niaga
Sarang Burung Walet akan ditentukan oleh Kepalaa®iRendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Atas NamaiBdpaing Raya.

Pasal 17

Dalam hal-hal tertentu, Bupati dapat menetapkagehpral yang berkembang di
masyarakat sebagai pedoman atau standar dalam getanrRetribusi.

Pasal 18

Tata cara pendaftaran, pemungutan dan penyetotaibu®e sebagaimana diatur
dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini ditetapkanBupiati.



BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 19

Penyidik terhadap pelanggaran dalam Peraturan Damiadilakukan oleh
Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorangntgragdanya Tindak
Pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditemgatdian serta melakukan
pemeriksaan.

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbugardan memeriksa
tanda pengenal diri tersangka.

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
e. Mengambil Sidik Jari dan memotret seorang tersangka

f. Mengambil seseorang untuk didengar keterangannyerikisa sebagai
tersangka atau saksi.

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hganon dengan
pemeriksaan Perkara.

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuldi dpenyidik
Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapakup bukti atau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidamasgdanjutnya melalui
penyidik Kepolisian Republik Indonesia memerintahkal tersebut Kepada
Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

I. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dagperdnggung
jawabkan.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21
Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap katemaraturan Daerah ini,
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bakan denda sebanyak
Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Terhadap para pengusaha sebagaimana diatur dakah Payat (11), Pasal 5

dan Pasal 6 diatas, juga berlaku ketentuan-ketenReraturan Perundang-
Undangan yang lebih tinggi.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal3
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rRekaturan Daerah Nomor 14
Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Sarang Buwialgt di Kabupaten

Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Rayan 2004 Nomor
14 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerahakan diatur kemudian
dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksaye

Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelagngan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembararab&&abupaten Murung
Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Juli 2009

BUPATI MURUNG RAYA,
ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd
YURIANSON DJATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2009 NOMOR 75



